
 
 
 
 
 
 

 PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH 

 
NOMOR 14 TAHUN 2003 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN 

TELEKOMUNIKASI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

Menimbang   :  a.  bahwa dalam rangka  mendukung penyelenggaraan 
pelayanan perhubungan secara optimal kepada para 
pengguna jasa perhubungan,  perlu pemanfaatan sarana 
dan prasarana perhubungan secara berdaya guna dan 
berhasil guna  dengan mengikutsertakan  partisipasi para 
pengguna jasa perhubungan tertentu; 

b. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan   
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat Dan Daerah,  Undang-undang Nomor 
34 Tahun 2000  tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah,   Peraturan Pemerintah Nomor 25 
Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan 
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom  dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 66  Tahun 2001  tentang 
Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan  
Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan 
Telekomunikasi dengan Peraturan Daerah. 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun  1950 tentang 
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ; 

 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun  1980 tentang Jalan 
(Lembaran Negara  Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3186); 
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3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos 
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3276); 

 

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang 
Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 

 

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang 
Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481); 

 

6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran 
(Lembaran Negara  Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3493); 

 

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah (Lembaran  Negara Tahun 2000 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 

 

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Tahun 1999 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3839);  

 

9. Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 

 

10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara  Tahun 1999 Nomor 
124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang 
Angkutan Udara (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610) 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
3 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan 
Udara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925) ; 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang 
Pemeriksaan Kecelakaan Kapal  (Lembaran Negara Tahun 
1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3722); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang 
Prasarana Dan Sarana Kereta Api  (Lembaran Negara 
Tahun 1998 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3777); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang Lalu 
Lintas Dan Angkutan Kereta Api ( Lembaran Negara 
Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3793) ; 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang 
Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907); 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang 
Kepelautan  (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor  3929); 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang 
Pencarian Dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3938); 

 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi 
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3980) ; 

 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang 
Kenavigasian (Lembaran  Negara Tahun 2000 Nomor 160, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001) ; 

 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4022);  

 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang 
Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran 
Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4075); 

 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/98pp069.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/98pp081.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp007.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp012.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp025.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp052.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp081.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/01pp003.doc


 4 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang 

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 
127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145); 

 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang 

Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 
128 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146); 

 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang 

Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95, 
Tambahan Lembaran Negera 4277); 

 
28. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik 

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk 
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan 
Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ; 

 
29. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 1988 tentang  Penyidik Pegawai Negari 
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9  Seri D Nomor 9); 

 
30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 

2001 tentang  Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, 
Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan 
Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan 
Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan 
Trasmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan 
Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas 
Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas 
Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, 
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian 
Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan 
Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah  
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 26) ; 
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31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 
2002 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi 
Penerimaan Daerah Kepada Instansi Penghasil / 
Pemungut / Pengelola (Lembaran Daerah Propinsi Jawa 
Tengah Tahun 2002 Nomor 120). 

 
Dengan persetujuan  

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROPINSI JAWA TENGAH 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH 
TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN 
PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah; 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu 
Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan 
Eksekutif Daerah ;  

 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah; 
 

4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah ; 
 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal  yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik 
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, 
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi 
Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, 
bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;  

 

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang 
khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan; 

 
 

http://www.bphn.go.id/


